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BUPATI BARITO SELATAN

PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 25 TAHUN 2011

TENTANG
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN

pbahwa untuk mendukung pelaksanaan pembangunan di daerah diperiukan
dokumen perencanaan pembangunan daerah yang dituangkan ke dalam
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Barito Selatan Tahun
2012;

bahwa Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2012, disusun
secara konkrit dan sistematis berdasarkan hasil Musyawarah Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2011 dan mengacu
pada Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Tahun 2012;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan
huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Barito Selatan.

LAz A

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I
di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Penyelengaraan Negara yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia 3851),

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4728);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-perundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
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Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
pemerintahan daerah

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4201) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 Nomor 157
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintan Nomor 104 Tahun 2000 tentang
Dana Perimbangan, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4165);

Peraturan Pemerintah  Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara
Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4027);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4028);

Peraturan Pemerintan Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan | embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik
indonesia Nomor 4593);



Menetapkan :

15. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah dan Lembaga Teknis Kabupaten Barito Selatan ;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan
Produk Hukum Daerah ;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah ;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pembangunan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah ;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN TENTANG RENCANA KERJA
PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2012
Pasal 1
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2012
adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) Tahun.
Pasal 2

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2012
sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 menjadi Pedoman dalam menyusun Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2012.

Pasal 3

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2012

disusun dengan sistematika sebagai berikut :



